BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia seakan hanya
diperlukan untuk pembuktian saja tanpa memperhatikan perlindungan hukum yang
memadai, baik perlindungan yang bersifat materil maupun immateril. Korban
kejahatan hanya diperlukan sebagai alat bukti dimana keterangannya akan diminta
di depan persidangan. Peran korban dalam persidangan tidak lebih sebagai bagian

dari pencarian kebenaran materil, yaitu sebagai saksi.

Kenyataannya dalam kasus kejahatan yang menyebabkan korban
mengalami kerugian materil maupun immaterial tidak akan mendapatkan
perlindungan hukum jika korban tidak mengajukan permohonan. Korban seakan

harus menerima dan puas dengan tindakan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap korban yang mengharuskan korban berperan
aktif atau diharuskannya mengajukan permohonan, terkadang membuat seseorang
yang mengalami penderitaan (fisik, mental, ataupun materil) akibat suatu tindakan
pidana yang menimpa dirinya tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya ia
terima karena berbagai alasan yaitu korban menolak mengajukan ganti kerugian
karena dikhawatirkan prosesnya akan semakin panjang dan berlarut-larut yang
dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan. Keberadaan
LPSK yang hanya berada di Jakarta membuat korban yang berada di daerah sulit

dalam mengajukan permohonan bahkan terkadang ketidaktahuan korban mengenai
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LPSK secara utuh juga merupakan alasan dari tidak terpenuhinya perlindungan

hukum terhadap korban.

Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban
masih jauh dari yang diharapkan sehingga korban bisa menjadi korban berulang

yaitu dari perbuatan pidana dan penegakan hukum.

B. Saran

Perlu adanya pembaharuan dan penegasan terhadap peraturan perundang-
undangan yang merumuskan korban sebagai salah satu subyek dalam sistem
peradilan pidana, baik mengenai kedudukan maupun peranannya agar perlindungan

korban bisa sesuai dengan yang diharapkan.



